
 

 
 

BUPATI MAGELANG 
 

PERATURAN  BUPATI  MAGELANG 
NOMOR 6 TAHUN  2011 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN  
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN BELANJA  DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011 

 

BUPATI  MAGELANG, 
 

Menimbang :  bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

3.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613); 

 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4286); 

 

6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

 

7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4389); 

 
 
 

SALINAN 



 

 
 

8.  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

9.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 

10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

11.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

12.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5049); 

 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di 
Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3628); 

 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan 
Sanksi Administrasi di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3628); 

 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha 
Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3630); 

 
 
 
 



 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

 

19.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 

22.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

 

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576); 

 

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor  4578); 

 

26.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

27.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

28.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
 
 
 



 

29.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 4693); 

 

30.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

31.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

 

32.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 5161); 

 

33.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

34.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2011; 

 

35.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang   
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

 

36.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit 
Kecamatan ( PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11); 

 

37.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 

 

38.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2); 

 

39.  Peraruran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
2009 Nomor 5); 

 

40.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 14);  

 
 
 
 



 

41.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun        
2011 Nomor 1); 

 

42.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2011 Nomor 2); 

 

43.  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/118/2011 tentang 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 dan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 
Anggaran 2011; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2011. 
 

Pasal  1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas : 
 

a. pendapatan                        
 1. pendapatan asli daerah Rp.     88.180.506.309,00 
 2. dana perimbangan Rp.   792.462.447.953,00 
 3. lain-lain pendapatan yang sah Rp.   181.889.229.000,00 
  Jumlah Pendapatan        Rp.1.062.532.183.262,00 
  
b. belanja 
 1. belanja tidak langsung 
  a)  belanja pegawai Rp.   686.043.843.100,00 
  b)  belanja hibah Rp.     26.770.175.000,00 
  c)  belanja bantuan sosial Rp.     14.562.300.000,00 
  d)  belanja bagi hasil Rp.          887.899.000,00 
  e)  belanja bantuan keuangan Rp.     68.786.116.200,00 
   f)  belanja tidak terduga Rp.       3.000.000.000,00 
   Rp.   800.050.333.300,00 
 2. belanja langsung 
     a)  belanja pegawai Rp.      26.136.148.427,00 
    b)  belanja barang dan jasa Rp.    187.567.223.460,00 
  c)  belanja modal Rp.    155.334.854.253,00  
  Rp     369.038.226.140,00. 
 
  Jumlah Belanja  Rp. 1.169.088.559.440,00 
 
  Defisit                                              (Rp.  106.556.376.178,00) 
 
c. pembiayaan 

1. penerimaan    Rp.   117.348.376.178,00 
2. pengeluaran Rp.     10.792.000.000,00  
 

 Pembiayaan Netto    Rp.  106.556.376.178,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan                                                ,00 
 

 
 



 

Pasal 2 
 

Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal  3 

 

Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 4 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal  5 

 

Pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan 
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

 
Pasal  6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 19 Maret 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
 

ttd 
 

 
UTOYO 

 

Ditetapkan di  Kota Mungkid 
pada tanggal 19 Maret 2011 
 
BUPATI  MAGELANG, 

 
 ttd 

 
SINGGIH SANYOTO 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


